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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perkawinan pada transeksual
menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Keabsahan perkawinan
sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu
pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing
kepercayaannya. sesuai dengan hal tersebut, Agama Islam menyatakan bahwa suatu
perkawinan dianggap sah, jika memenuhi syata yaitu : adanya wali nikah, dua orang
saksi, adanya ijab dan qobul, mempelai laki-laki, dan mempelai wanita.
Sebagaimana yang termuat dalam  Penetapan Pengadilan  Nomor
167/PDT.P/2018/PN.SKW, terdapat permasalah bahwa pemohon beragama islam
dan lahir sebagai laki-laki namun melakukan operasi pergantian alat kelamin
menjadi wanita tanpa adanya alasan yang dibutuhkan sehingga berdasarkan Fatwa
MUI Nomor 3 Tahun 2010 adalah haram. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan didukung dengan pasal



56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan tidak ada aturan yang secara
jelas mengatur mengenai transeksual, serta Hukum Islam menyatakan bahwa
perkawinan yang nantinya dilakukan oleh pemohon adalah tidak sah karena
pemohon melakukan operasi ganti kelamin tanpa ada alasan yang dibutuhkan.
Kata Kunci : Perkawinan, Transeksual, Hukum Islam, UU Perkawinan
PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah telah menciptakan manusia menjadi laki-
laki dan perempuan sesuai dengan Al Huajarat ayat 13. Namun disisi lain,
trakseksual secara Bahasa berarti seorang yang menginginkan dan menurut istilah
yaitu adanya keinginan untuk melakukan penggantian gender anatomi atau jenis
kelamin seseorang.t

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, membawa
pengaruh pada bidang teknologi salah satunya adalah teknologi kedokteran. Dalam
ilmu kedokteran, terdapat ilmu dan alat agar seseorang dapat merubah alat
kelaminnya karena merasa hal itu bukanlah jati dirinya yang sebenarnya.?
Pergantian jenis kelamin semakin lumrah dikarenakan juga dalam hukum positif
Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus menganai trakseksual sehingga
terjadi kebingungan di masyarakat. Perkara operasi ganti kelamin sendiri hanya
didasarkan pada UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006

! Raisa Maharani dan Abdul Halim, “Kontestasi Agama, Adat Dan Negara: Praktik Perkawinan
Transeksual Di Indonesia”, Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, him 84

2 Hollyness Nurdin Singadimedja, Agus Mulya Karsona dan Afra Fathina Azzahra, “Identitas Baru
Transeksual Dan Status Hukum Perkawinannya”, Jurnal llmu Hukum De jure, Kajian Ilmu
Hukum, Vol. 4, No. 1, Tahun 2019, him 15



tentang Administrasi Kependudukan .Dalam ajaran Islam sendiri, perilaku
transeksual atau seorang yang merasa tidak puas terhadap alat kelaminnya tidak
diatur secara Kkhusus, tetapi Allah dalam Quran Surat An-Nisa’ ayat 119
memberitahukan bahwa :

Dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong

pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang

ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh
mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).”

Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka

sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.

Fatwa MUl Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan
Penyempurnaan Jenis Kelamin menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk
melakukan operasi pada alat kelamin adalah orang-orang yang memiliki kecatatan
atau ketidaksempurnaan pada alat kelaminnya atau bahkan berkelamin ganda dan
juga seseorang yang berkelamin ganda diperbolehkan untuk membuang salah satu
alat kelaminnya melalui operasi. Tetapi, jika orang tersebut melakukan operasi
pergantian alat kelamin tanpa adanya suatu alasan yang dibutuhkan maka
hukumnya adalah haram.

Penetapan Hakim Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW menjelaskan bahwa
pemohon bernama Yogi Saputra lahir dalam keadaan beragama Islam dan berjenis
kelamin laki-laki. Namun sejak masih kanak-kanak pemohon sudah bersikap dan
berkegiatan layaknya seorang wanita. Pada puncaknya, 20 Oktober 2017, pemohon
melakukan operasi pergantian alat kelamin di Thailand tanpa adanya suatu
kecacatan atau ketidaksempurnaan atau bahkan berkelamin ganda. Pemohon hanya

mengalami proses alamiah seorang transeksual yaitu bersikap dan berperilaku

layaknya seorang wanita.



Pada penjelasan diatas, dinyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah
jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika diamati, hakim
telah menetapkan untuk memberi izin pada pemohon melakukan pencatatan
perubahan jenis kelamin padahal ia merubah alat kelaminnya tanpa adanya suatu
alasan yang khusus.

Berdasarkan atas uraian diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai
berikut :

1. Apakah pertimbangan fakta hukum dalam perkara Nomor
167/PDT.P/2018/PN. Skw sudah sesuai dengan aturan yang ada di
Indonesia?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan terkait keabsahan perkawinan seorang yang melakukan
operasi ganti kelamin yang tidak cacat atau memiliki kelamin
ganda?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu : pendekatan
Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu bahan-bahan kepustakaan saja
seperti peraturan perundang-undangn, buku, jurnal dan lain-lain. Sumber bahan
hukum yang dipilih oleh peneliti terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data dengan studi



kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami bahan-bahan hukum

kemudian dianalisis menggunakan kata-kata penulis sendiri agar lebih mudah

dipahami dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Fakta Hukum dalam Perkara Nomor

167/PDT.P/2018/PN.SKW

Penetepan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggl 13 Agustus 2018

telah mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan pencatatan perubahan

jenis kelamin dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
untuk meminta Penetapan Hakim agar memberi izin kepada pemohon
untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor
Catatan Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempuan /
wanita.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah
permohonan pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak.
Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohon
tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan dulu
apakah Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa
dan mengadili permohonan ini atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat
Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter

Pelaksana KULDECH TECHANAPARUKSE pada Rumah Sakit



8.

RAJYINDEE, dan lampiran terjemahan Surat Keterangan tersebut
telah disahkan (Waarmerking) oleh YUDI PRIBADI, S.H., M.Kn
Notaris di Kota Singkawang, pemohon melakukan operasi ganti
kelamin dari seorang laki-laki menjadi seorang wanita karena
mengalami proses alami seorang transeksual yang dimana pemohon
telah berperilaku sejak kecil layaknya seorang wanita dan pemohon
melakukan terapi hormon agar hidup layaknya wanita.

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, pemohon memohon
supaya Pengadilan Negeri Singkawang menatapkan memberi izin
kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin
dirinya dari seorang laki-laki menjadi wanita di Kantor Catatan Sipil.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga atas nama
Kepala Keluarga T adalah benar pemohon bertempat tinggal di Jalan
Hansip Gang Kecapi RT 002 RW 001 Kelurahan Condong Kecamatan
Singkawang Tengah Kota Singkawang, sehingga dikarenakan Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Singkawang meliputi wilayah kota
Singkawang dan mencakup tempat tinggal pemohon, maka
permohonan pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri
Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
1653/CS/1995 atas nama Yogi Saputra tanggal 16 Oktober 1995,
menerangkan bahwa Yogi lahir dengan jenis kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 pemohon



10.

11.

melakukan operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Rajyindee
Thailand oleh Dokter Kuldech Techanaparukse sehingga Yogi Saputra
telah berganti alat kelaminnya, payudara dan wajahnya juga kelihatan
seperti wanita dan pemohon juga menjalankan fungsi penuh sebagai
seorang wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T Produksi dan saksi
Titi Suriyati, menerangkan pemohon sejak kecil bertingkah laku
layaknya wanita dalam hal berpakaian dan juga berkegiatan. Sehingga
pada 20 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan
Dokter Pelaksana Kuldech Techanaparukse pada Rumah Sakit
Rajyindee Thailand menjelaskan pemohon telah melakukan operasi
ganti kelamin dari seorang laki-laki menjadi seorang wanita.
Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi pemohon dan juga
untuk kepentingan dirinya, Pengadilan berpendapat bahwa
permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
dan biaya perkara juga akan dibebankan kepada pemohon.
Menimbang, bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin pada
pemohon dari seorang laki-laki menjadi wanita dan berdasarkan Pasal
56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudukan, perubahan jenis kelamin merupakan salah satu
peristiwa penting lainnya dan harus dicatatkan pada instansi pelaksana

yaitu Kantor Catatn Sipil.



Atas pertimbangan hakim tersebut, maka dijatuhkan amar putusan yang
berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Yogi Saputra untuk

mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor Catatan
Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempuan / wanita;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah);

Hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas dan khusu
mengenai syarat seseorang dapat melakukan operasi pergantian alat kelamin.
Hakim hanya mendasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan yaitu menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin
adalah salah satu peristiwa penting lainnya yang harus mendapatkan penetapan
pengadilan untuk melakukan pencatatan perubahan jenis kelamin tersebut pada
instansi terkait. Dan berdasarkan analisis penulis, hakim mengabulkan
permohonan pemohon dikarenakan :

1. Pemohon dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW adalah

seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dibuktikan dengan
KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pemohon memiliki ha
katas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

2. Pemohon telah melakukan operasi perubahan alat kelamin sehingga



dibutuhkan pencatatan perubahan jenis kelamin pada kantor terkait
untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

3. Berdasarkan atas Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa peristiwa penting
lainnya adalah perubahan jenis kelamin yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri pada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Catatan Sipil.

B. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap
Perkawinan Seorang yang Melakukan Operasi Ganti kelamin yang
Tidak Cacat atau Berkelamin Ganda

I. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Seorang yang
Melakukan Operasi Ganti kelamin yang Tidak Cacat atau
Berkelamin Ganda
Berdasarkan atas kutipan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang,
pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan pencatatan perubahan
jenis kelaminnya untuk kepentingan administrasi dari pemohon sendiri.
Namun, dikarenakan tidak ada hal yang dibutuhkan untuk pemohon
melakukan operasi ganti kelamin, maka dalam islam pemohon tetap dianggap
sebagai seorang laki-laki dan jika pemohon melakukakn perkawinan menurut
agama Islam harus memenuhi syarat agar perkawinan tersebut dianggap sah,
yaitu :
1. Adanya wali nikah : dalam pernikahan wali nikah adalah orang

yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria untuk



dijadikan istri. Wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki, yang
sudah baligh, berakal dan muslim.

2. Dua orang saksi : suatu pernikahan dianggap sah jika disaksikan
oleh 2 orang muslim, sudah aqil baligh tidak memiliki gangguan
kejiwaan dan tidak bisu dan tuli.

3. ljab dan gobul : ijab adalah penyerahan mempelai wanita oleh wali
nikahnya kepada mempelai pria untuk dijadikan istrinya. Dan
gobul adalah penerimaan mempelai wanita sebagai istri yang
dijawab oleh mempelai pria.

4. Mempelai pria : memiliki syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki,
beragama islam sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nur
ayat 32.

5. Mempelai wanita : memiliki syarat yaitu seorang wanita, beragama
islam, bukan termasuk mahram dari calon suaminya, tidak dalam
keadaan berihram, mampu baik secara fisik maupun psikisnya dan
tidak dalam paksaan orang lain.

Dilihat dari syarat-syarat diatas, maka jika Yogi Saputra melakukan
perkawinan, perkawinan tersebut diangga tidak sah dan termasuk
pernikahan sesame jenis. Hal ini tentunya juga dilarang dalam hukum positif
Indonesia terutama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Il. Pandangan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan
Seorang yang Melakukan Operasi Ganti kelamin yang Tidak Cacat

atau Berkelamin Ganda
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2
ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut
hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. Dan dalam Undang-
Undang Perkawinan sendiri terdapat Syarat-syarat agar perkawinan seseorang
dianggap sah, yaitu :

1. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua

mempelai.

2. Mempelai yang umurnya dibawah 21 tahun harus mendapatkan

izin dari orang tua/wali agar dapat melangsungkan perkawinan.

3. kedua mempelai yaitu mempelai pria dan wanita harus minimal

berumur 19 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan.

4. Mempelai pria dan wanita dilarang menikah jika ada hubungan

keluarga yang dilarang untuk kawin.

5. Kedua mempelai tidak boleh menikah jika masih terikat dengan

perkawinan lain

Undang-Undang Perkawinan tentu membahas perkawinan dianggap
sah menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. di Indonesia
sendiri, terdapat 6 agama yang sudah diakaui, dan agama tersebut
memandang perkawinan transeksual adalah :

1. Agama Islam memperbolehkan operasi kelamin ganda atau

penyempurnaan alat kelamin sesuai Fatwa MUI Nomor 03/Munas-

VII1/MUI/2010 sehingga ia dihukumi dengan alat kelamin setelah
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dioperasi, maka jika dia melakukan perkawinan dengan lawan
jenisnya adalah sah.® Namun, perkawinan seorang transeksual
yang telah mengganti alat kelaminnya tanpa adanya suatu
kebutuhan yang khusus, itu haram hukumnya dan dia tetap
dinyatakan sama jenis kelaminnya seperti ia dilahirkan dan jika ia
melakukan perkawinan maka hukumnya adalah tidak sah.

. Agama Kristen memandang transeksual adalah salah sehingga
Kristen meminta umatnya untuk mengingat kembali mengenai Kej.
1:27 tentang proses penciptaan manusia menjadi laki-laki dan juga
perempuan®.

.-Agama Katholik menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah
melahirkan dan mendidik anak-anak serta serta Kerjasama antara
suami dan istri untuk kebutuhan seksual Sehingga untuk
mendapatkan seorang anak dari pasangan transeksual tidak dapat
dipenuhi karena tidak murni/tidak asli.®

..Agama Hindu menjelaskan bahwa mereka tidak menerima
perkawinan seorang transeksual karena dianggap telah menyalahi

aturan dan tujuan perkawinan menurut agamanya.®

3 Ni Luh Tanzila Yuliasri, “Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam”, Jurnal
Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, Tahun 2019, Hal. 10.

* Julius Umpel dan Veydy Yanto Mangantibe, “Mengkritisi Fenomena Transeksual Menggunakan
Perspektif Kejadian 1:27 Tentang Penciptaan Manusia”, Xairete : Jurnal Teologi dan Pendidikan
Kristiani, Vol. 1, No.1, Tahun 2021, Hal 38

5 Joko Sutrisno, “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Transeksual”, Badamal Law Journal,
Vol :4, No.1, Tahun 2019, Hal 12

6 Yeni Astutui, “PENGGANTIAN KELAMIN BAGI TRANSEKSUAL DAN AKIBAT
HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN?”, Jurnal Privat Law, Vol.8,
No. 2, Tahun 2020, Hal 8
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5. Agama Budha tidak menyalahkan atau menghukumi perkawinan
seorang transeksual karena dalam agama Budha sendiri terdapat 4
jenis kelamin yaitu laki-laki, perempuan, hemafrodit (intersex) dan
homosekual.”

6. Agama Khonghucu melalui Majelis Tinggi Agama Khonghucu
Indonesia (MATAKIN) menolak secara tegas tentang transeksual
karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam
agama Khonghucu.®

Jika dilihat dalam Penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW

pemohon beragama Islam, dan pemohon juga melakukan operasi perubahan
alat kelaminnya tanpa ada kelainan atau alat kelamin ganda. Apabila hal ini
disesuaikan dengan Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VI11/MUI/2010 tentang
Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, maka hukumnya adalah
haram dan dalam Islam Yogi Saputra tetap dianggap sama seperti ia
dilahirkan yaitu berjenis kelamin laki-laki.

Yogi Saputra beragama Islam dan nantinya jika ia menikah haruslah

di Kantor Urusan Agama (KUA) dan syarat seseorang menikah di KUA
diantaranya harus menyertakan fotocopy KTP, KK dan Akta Kelahiran.
Akibat dari adanya Penetapan Hakim Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW
yang telah memberikan izin kepada Yogi Saputra untuk melakukan

perubahan pencatatan jenis kelaminnya di Kantor Catatan Sipil membuat

" Ibid. Hal 8
8 1bid. Hal 9
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jenis kelaminnya berubah menjadi perempuan sehingga dampak yang akan
terjadi jika Yogi Saputra nantinya akan melangsungkan perkawinan adalah
haram hukumnya karena ia dinilai berjenis kelamin sama seperti ia dilahirkan
yaitu laki-laki dan perkawinan tersebut dianggap perkawinan sesame jenis

dalam Hukum Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW
mengabulkan  permohonan pemohon hanya didasarkan atas
pertimbangan hukum yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,
bahwa perubahan jenis kelamin merupakan peristiwa penting lainnya
yang harus mendapatkan penetapan pengadilan untuk dalam melakukan
perubahan pencatatan jenis kelamin tersebut. Dalam penetapan tersebut,
hakim lebih mendominasi pertimbangkan fakta karena tidak ada yang
mengatur secara khusus mengenai transeksual.

2. Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap
sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing
kepercayaannya. Berdasarkan atas penetapan tersebut, pemohon
beragama Islam, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena
pemohon melakukan operasi pergantian alat kelamin tanpa adanya

kecacatan sehingga tetap dihukumi sebagai seorang laki-laki. Dalam
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hukum Islam, pernikahan tersebut tidak sah, maka menurut Undang-
Undang perkawinan juga tidak dapat dinyatakan sah sesuai dengan pasal
2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun, KUA bisa mencatatkan
perkawinan tersebut dikarenakan KUA hanya sebagai pelayan
masyarakat saja bukan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu
perkawinan.

A. SARAN

Dari uraian kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yaitu sebaiknya
sebaiknya dibuat suatu aturan hukum yang secara khusus membahas mengenai
transeksual sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan kebingungan dalam
masyarakat terkait dengan permasalahan transeksual ini. Selain itu, diperlukan juga
sosialisasi terkait dengan transeksual agar masyarakat lebih mengetahui mengenai

transeksual dan untuk meminimalisir permasalahan terkait transeksual ini

15



DAFTAR PUSTAKA
Buku

Ali, H. Mohammad Daud. 2012. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Bennett, L.R., dkk, 2018, Seksualitas di Indonesia : Politik Seksual,
Kesehatan,Keragaman, Representasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Jakarta.

Junaedi Didi, 2016, Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran
MenikmatiSeks Tidak Harus Menyimpang, PT Elex Media Komputindo,
Jakarta.

Luthfia Chaula, 2020, Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris, Lakeisha,Klaten

Metro International Conference on Islamin Studies (MICIS), 2016 Proceding :
Tinjauan Terhadap Lebian Gay Biseksual dan Transgender ( LGBT ) Dari
Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi, Program Pasca Sarjana STAIN
JuraiSiwo Metro Lampung, Lampung.

Nevid, Jeffrey S., 2021, Gender dan Seksualitas : Konsepsi dan Aplikasi
Psikologi,Nusamedia, Bandung

Marzuki,P. M., 2021, Penelitian Hukum, , Kencana, Jakarta

Sujatmoko, Stephanus A., dkk, 2016, Kembali Kodrati, PT. Elex Media
Komputindo,Jakarta.

Thaib, Hasballah Dan Thaib Z.B.H., 2018, Kapita Selekta Kasus-Kasus dalam
Timbangan Figih Islam, Undhar Press, Medan.

Jurnal
Abdullah, A. D. (2013). Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita
Transeksual (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata).
Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram,12(2), 41820.

Astutik, Y. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya
Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Privat Law 8(2)

Dimyati, Y. (2021). HUKUM WARIA GANTI KELAMIN MENURUT PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. Usratuna: Jurnal Hukum
Keluarga Islam, 4(2), 21-39.

16



Jauhari, Z. (2022). TINJAUAN YURIDIS HUKUM WARIS BAGI KHUNSA ATAU
BERKELAMIN GANDA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Journal of
Law (Jurnal Ilmu Hukum), 8(1), 167-182

Lianto, Z. N. (2018). Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” TerhadapKeabsahan
Perkawinan. Arena Hukum, 11(2), 246-262.

Maharani, R., & Halim, A. (2021). Kontestasi Agama, Adat dan Negara: Praktik
Perkawinan Transeksual di Indonesia. Widya Yuridika: JurnalHukum, 4(1),
81- 92.

Masruhan, M. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Perspektif Magasid Shari‘ah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 233-
252.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif FilosofisHukum Islam.
Crepido, 2(2), 111-122.

Perwira, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perubahan StatusJenis
Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Interpretasi
Hukum, 2(1), 74-78.

Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-
UndangNo. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia, 19(1).

Singadimedja, H. N., SH, M., Karsona, A. M., & Azzahra, A. F. (2019). Identitas Baru
Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. Jurnal Illmiah Hukum
DE'JURE: Kajian lImiah Hukum, 4(1), 13-30.

Suteja, J. (2016). Model Terapi Terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam
Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan. Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial
& Ekonomi, 4(1).

Sutrisno, J. (2019). KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN

TRANSSEKSUAL. Badamai Law Journal, 4(1), 69-85.

Umpel, J., & Mangantibe, V. Y. (2021). Mengkritisi Fenomena Transeksual Menggunakan
Perspektif Kejadian 1: 27 Tentang Penciptaan Manusia. Xairete: Jurnal Teologi
dan Pendidikan Kristiani, 1(1), 28-39.

Yuliasri, N. L. T. (2018). Kedudukan Ahli Waris Khuntsa dalam Hukum Waris Islam.
Mimbar Keadilan, 14(28), 278200.
Peraturan Perundang-Undangan

17



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6401)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/PDT.P/2018/PN.
Skw

Lain-Lain

https://www.merriam-webster.com/, diakses pada tanggal 1 Juni 2022

https://databoks.katadata.co.id/, diakses pada tanggal 3 Juni 2022

https://www.pa-jakartatimur.go.id/. Diakses pada tanggal 19 November 2022

18


https://www.merriam-webster.com/
https://databoks.katadata.co.id/
https://www.pa-jakartatimur.go.id/

19



	1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk meminta Penetapan Hakim agar memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor Catatan Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempu...
	2. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak.
	3. Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan dulu apakah Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini atau tidak.
	4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pelaksana KULDECH TECHANAPARUKSE pada Rumah Sakit RAJYINDEE, dan lampiran terjemahan Surat Keterangan tersebut telah disahka...
	5. Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menatapkan memberi izin kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin dirinya dari seorang laki-laki menjadi wanita di Kantor Catatan Sipil.
	6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga T adalah benar pemohon bertempat tinggal di Jalan Hansip Gang Kecapi RT 002 RW 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sehingga dikarenakan Wilay...
	7. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1653/CS/1995 atas nama Yogi Saputra tanggal 16 Oktober 1995, menerangkan bahwa Yogi lahir dengan jenis kelamin laki-laki.
	8.  Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Rajyindee Thailand oleh Dokter Kuldech Techanaparukse sehingga Yogi Saputra telah berganti alat kelaminnya, payudara dan wajahnya juga k...
	9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T Produksi dan saksi Titi Suriyati, menerangkan pemohon sejak kecil bertingkah laku layaknya wanita dalam hal berpakaian dan juga berkegiatan. Sehingga pada 20 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan ...
	10. Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi pemohon dan juga untuk kepentingan dirinya, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan biaya perkara juga akan dibebankan kepada pemohon.
	11. Menimbang, bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin pada pemohon dari seorang laki-laki menjadi wanita dan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kep...
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
	2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor Catatan Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempuan / wanita;
	3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
	Hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur secara jelas dan khusu mengenai syarat seseorang dapat melakukan operasi pergantian alat kelamin. Hakim hanya mendasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Und...
	1. Pemohon dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dibuktikan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pemohon memiliki ha katas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
	2. Pemohon telah melakukan operasi perubahan alat kelamin sehingga dibutuhkan pencatatan perubahan jenis kelamin pada kantor terkait untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
	3. Berdasarkan atas Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin yang telah ditetapkan ...
	DAFTAR PUSTAKA
	Jurnal
	Lain-Lain

